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Abstract. The implementation of legal aid since the enactment of Law No. 16 of 2011 on 

legal aid cannot be said to be maximal, although every year there is an increase in the 

absorption of the allocated budget. Correctional as a place where objects are also cannot 

be said to be maximal in carrying out its role, this can be seen from the number of dwellings 

that are increasing day by day. The type of research used is juridical normative analytical 

descriptive, this is based on the researcher's examining the implementation of policies issued 

by the Ministry of Law and Human Rights in building the role of correctional in the 

mechanism of legal aid services. From the research results obtained: (1) The mechanism for 

providing legal aid services to poor prisoners is the most urgent thing, considering that the 

detainees are the ones who are currently facing legal problems. Most of the detainees do not 

understand legal issues, so if they do not receive legal assistance, it is feared that the 

proceeding is not in accordance with the proper procedures. Legal aid provided includes; 

civil, criminal, and state administrative law issues both in litigation and non-litigation. (2) 

In practice, the provision of legal aid at UPT encounters many obstacles. These obstacles 

occur due to the accumulation of problems such as the insufficient number of officers, 

inadequate facilities and infrastructure, and limited budget amounts. Obstacles also occur 

because the formulation of laws and regulations is not detailed, the habit of legal aid 

services in detention centers and prisons is not in accordance with the rules, and other 

external factors that contribute to the provision of legal aid not being optimal. (3) The 

penitentiary system is a social engineering tool to ensure that detainees and prisoners have 

the right to legal assistance. As a tool for social engineering, the correctional system is 

inseparable from the objectives of the criminal justice system, namely: (a) To prevent people 

from becoming victims of crime. (b) Resolve cases of crimes that have occurred so that the 

public is satisfied that justice has been served and the guilty are sentenced, and (c) Ensure 

that those who have committed crimes do not repeat their crimes.The conclusions from the 

research results are as follows: (1) The mechanism for implementing legal aid in detention 

centers and prisons, in fact differs between practice in the field and the mechanisms 

regulated in regulations. (2) The factors inhibiting the implementation of legal aid for people 

or groups of poor people in detention centers and prisons can be classified and differentiated 

into 3 factors, namely, legal substance, legal structure, and legal culture. (3) The role of 

prisons in the implementation of legal aid services is currently limited to that of a facilitator. 
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Abstrak. Pelaksanaan bantuan hukum sejak berlakukanya Undang-Undang No 16 Tahun 

2011 tentang Bantuan Hukum belum bisa dikatakan maksimal, meskipun setiap tahun terjadi 

kenaikan penyerapan anggaran yang dialokasikan. Pemasyarakatan sebagai tempat objek 

berada juga belum bisa dikatakan maksimal dalam melaksanakan perannya, hal ini terlihat 

dari jumlah hunian yang semakin hari semakin bertambah. Jenis penelitian yang digunakan 
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adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, hal ini didasarkan peneliti akan 

mengkaji sebuah pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan 

HAM dalam membangun peran pemasyarakatan dalam mekanisme pelayanan bantuan 

hukum. Dari hasil penelitian diperoleh : (1) Mekanisme pelayanan pemberian bantuan 

hukum yang diberikan kepada tahanan miskin merupakan hal yang paling urgen mengingat 

para tahanan merupakan pihak-pihak yang sedang menghadapi masalah hukum. Para 

tahanan sebagian besar tidak memahami persoalan hukum, sehingga jika tidak mendapatkan 

bantuan hukum maka dikhawatirkan proses peradilan yang berjalan tidak sesuai dengan 

prosedur sebagaimana mestinya. Bantuan Hukum yang diberikan meliputi; masalah hukum 

keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. (2) Dalam 

praktiknya, pemberian bantuan hukum di UPT banyak mengalami hambatan. Hambatan 

tersebut terjadi karena akumulasi dari permasalahan seperti jumlah petugas yang kurang, 

sarana prasarana yang tidak memadai dan terbatasnya jumlah anggaran. Hambatan-

hambatan juga terjadi karena rumusan peraturan perundang-undangan tidak rinci, kebiasaan 

pelayanan bantuan hukum di Rutan dan Lapas yang tidak sesuai dari aturan, dan faktor-

faktor eksternal lainnya yang turut membuat pemberian bantuan hukum tidak maksimal. (3) 

Sistem pemasyarakatan adalah alat rekayasa sosial (social engineering) untuk menjamin 

tahanan dan narapidana berhak atas bantuan hukum. Sebagai alat rekayasa sosial, sistem 

pemasyarakatan tidak lepas dari tujuan sistem peradilan pidana, yaitu: (a) Mencegah 

masyarakat menjadi korban kejahatan. (b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi 

sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan 

(c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi 

kejahatannya.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : (1) Mekanisme 

pelaksanaan bantuan hukum di Rutan dan Lapas, pada kenyatannya berbeda antara praktik 

di lapangan dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi. (2) Faktor-faktor penghambat 

pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam Rutan dan Lapas 

dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (legal 

substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). (3) Peran 

Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum saat ini masih terbatas 

sebagai fasilitator.  

 

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pemasyarakatan 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Konsep negara hukum atau Rule of Law 

merupakan konsep negara yang dianggap 

paling ideal saat ini, meskipun konsep 

tersebut dijalankan dengan presepsi yang 

berbeda-beda. Terhadap istilah Rule of Law 

ini dalam bahasa Indonesia sering juga 

diterjemahkan dengan supermasi hukum 

atau pemerintahan berdasarkan atas hukum. 

Pengakuan kepada suatu negara sebagai 

negara hukum sangat penting, karena 

kekuasaan negara dan politik bukanlah 

tidak terbatas. Perlu pembatasan-

pembatasan terhadap kewenangan dan 

kekuasaan negara dan politik tersebut, 

untuk menghindari timbulnya kesewenang-

wenangan dari pihak penguasa. Dalam 

negara hukum tersebut pembatasan 

terhadap kekuasaan negara dan politik 

haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak 

dapat dilanggar oleh siapapun. Oleh karena 

itu dalam negara hukum, hukum 

memainkan peranannya yang sangat 
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penting dan berada diatas kekuasaan negara 

dan politik.1 

Negara hukum merupakan suatu 

dimensi dari negara demokratis dan 

memuat substansi HAM, bila tidak 

dikuatirkan kehilangan esensinya dan 

cendrung sebagai alat penguasa untuk 

melakukan penindasan terhadap rakyat, 

juga sebagai instrumen untuk melakukan 

justifikasi terhadap kebijakan pemerintah 

yang sebenarnya melanggar HAM. Di 

dalam kehidupan bermasyarakat 

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) 

sering sekali terjadi, dan lebih tragisnya lagi 

pelanggaran HAM dilakukan oleh oknum 

aparat pemerintah sebagai alat negara 

dalam menegakkan hukum. Dengan 

bantuan rekan-rekan media dapat setiap 

harinya diperlihatkan melalui media kasus-

kasus pelanggaran HAM yang terjadi. 

Berpedoman terhadap makna yang 

terkandung dalam Pembukaan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Negara Republik Indonesia 

adalah negara hukum. Negara hukum yang 

di dalamnya, semua penggunaan kekuasaan 

harus selalu ada landasan hukumnya dan 

berada dalam kerangka batas-batas yang 

ditetapkan oleh hukum. Negara merupakan 

suatu organisasi, dari segenap lapisan 

masyarakat yang menata diri secara 

rasional, untuk secara bersama-sama 

berikhtiar, berusaha mewujudkan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat 

dengan tetap mengacu pada nilai-nilai 

martabat manusia yang berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.2 Indonesia 

menganut prinsip negara hukum yang 

dinamis atau welfare state (negara 

kesejahteraan), karena negara wajib 

menjamin kesejahteraan sosial atau 

kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada 

prinsip ini maka, dengan sendirinya tugas 

pemerintahan begitu luas. Pemerintahan 

wajib memberikan perlindungan kepada 

 
1 Munir Fuady, 2011, Teory Negara Hukum Modern 

(Rechtstat), cetakan kedua, PT Refika Aditama, 

Jakarta, hlm. 2. 

masyarakat, yang salah satunya di bidang 

hukum. 

Pemberian bantuan hukum adalah salah 

satu perwujudan dari amanat Pasal 28 D 

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, 

menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum”. Dalam 

pengertian lain Undang-Undang Dasar 

1945 mengelompokan hak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di hadapan hukum sebagai bagian dari hak 

asasi manusia. 

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini 

ditegaskan dan dijadikan landasan bagi 

pembentukan Undan-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

(selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). 

Prinsip perlakuan yang sama di hadapan 

hukum (Equality Before The Law) menjadi 

semakin kompleks jika pihak yang 

berhadapan dengan hukum tersebut 

menyandang status orang miskin. Di satu 

sisi, akses kaum miskin terhadap keadilan 

rentan terabaikan atau sengaja diabaikan. 

Kemudian hambatan lain muncul ketika 

akses terhadap dunia luar sangat dibatasi 

ketika orang yang menyandang status 

miskin tersebut berada dalam Rumah 

Tahanan Negara maupun Lembaga 

Pemasyrakatan. 

Sistem Pemasyarakatan yang pada 

hakekatnya merupakan salah satu 

perwujudan dari pelembagaan reaksi formal 

masyarakat terhadap kejahatan, reaksi 

masyarakat ini pada awalnya hanya 

menitikberatkan pada unsur pemberian 

derita pada pelanggar hukum. Namun 

sejalan dengan perkembangan masyarakat, 

maka unsur pemberian derita tersebut harus 

pula di imbangi dengan perlakuan yang 

manusiawi dengan memperhatikan hak-hak 

2 H.A Masyhur Efendi, 1994, Dinamika Hak Asasi 

Manusia dalam Hukum Nasional dan 

Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27. 
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asasi pelanggar hukum sebagai makhluk 

individu, maupun sebagai makhluk sosial.3 

Dalam melaksanakan pemasyarakatan 

yang menjunjung tinggi hak-hak asasi 

pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan 

saja merupakan tugas institusi 

pemasyarakatan, melainkan juga 

merupakan tugas pemerintah dan 

masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan menentukan 

bahwa “Sistem Pemasyarakatan adalah 

suatu tatanan mengenai arah dan batas serta 

cara pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan berdasarkan pancasila 

yang dilaksanakan secara terpadu antara 

pembina, yang dibina dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 

tindak pidana sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat 

aktif berperan dalam pembangunan, dan 

dapat hidup secara wajar sebagai warga 

yang baik dan bertanggung jawab”.4 

Dalam proses Pemasyarakatan ini, 

tentunya pemerintah juga harus 

memperhatikan pemenuhan hak-hak 

narapidana sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada 

Pasal 14 poin “h” di tentukan bahwa 

Narapidana berhak “menerima kunjungan 

keluarga, penasihat hukum, atau orang 

tertentu lainnya”.5 Poin tersebut 

menggambarkan di dalam sistem 

pemasyarakatan tidak menutup 

kemungkinan para Warga Binaan 

Pemasyarakatan untuk menerima segala 

bentuk bantuan hukum yang disediakan 

oleh pemerintah. 

Permasalahan klasik yang sering 

muncul di berbagai Rumah Tahanan Negara 

dan Lembaga Pemasyarakatan tentu saja 

adalah overcrowded atau over kapasitas, 

 
3 Andi Soraya, 2103, Pemenuhan Hak Narapidana 

dalam Hal Mendapatkan Pendidikan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II B Kota Pare-Pare, 

Makasar, hlm 4. 

over kapasitas merupakan pangkal 

permasalahan yang mendasari berbagai 

macam penyimpangan yang terjadi di 

dalam Rumah Tahanan Negara maupun 

Lembaga Pemasyarakatan, over kapasitas 

menyebabkan proses pembinaan yang 

menjadi tujuan dasar dari proses 

pemidanaan tidak berjalan sempurna, 

keterbatasan petugas juga menjadi 

hambatan karena over kapasitas tersebut, 

dari data Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan total Narapidana dan 

Tahanan sebanyak 176.649 hanya dijaga 

oleh total pegawai 25.096, perbandingan 

antara penghuni dengan petugas jelas tidak 

seimbang karena idealnya 1 orang penghuni 

harus dijaga oleh 5 orang petugas. Berbagai 

macam kebijakan telah ditempuh untuk 

mengatasi masalah tersebut diantaranya 

adalah percepatan pembebasan bersyarat, 

remisi online sampai dengan program 

rehabilitasi untuk pengguna narkotika. 

Namun, kebijakan tersebut tidak diimbangi 

oleh aparat penegak hukum lainya, 

bagaimanapun usaha dari pihak 

Pemasyarakatan untuk mengurangi over 

kapasitas tersebut dapat menjadikan 

bumerang bagi pihak Pemasyarakatan 

karena respon masyarakat tentu saja 

bertentangan. 

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin 

yang telah disahkan menjadi Undang-

Undang harusnya dapat menjadi filter bagi 

calon penghuni, bantuan hukum bagi orang 

miskin dapat menjadi solusi untuk 

mengurangi kepadatan penghuni di Rumah 

Tahanan Negara dan Lembaga 

Pemasyarakatan karena secara langsung 

dapat mencegah orang masuk ke dalam, 

akan tetapi implementasi bantuan hukum 

menghadapi berbagai permasalahan dalam 

penegakan hukum di Indonesia mulai dari 

kendala regulasi, profesionalisme aparat, 

dan pemahaman masyarakat miskin dalam 

mengakses hak-hak mereka. Menurut data 

4 Pasal 1, Undang-Undang No 12 tahun 1995. 
5 Pasal 14, Undang-Undang no 12 tahun 1995. 
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dari Direktorat Bina Narapidana dan 

Pelayanan Tahanan di Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan 

HAM Republik Indonesia, sepanjang tahun 

2015 terdapat sebanyak 32852 tahanan 

miskin yang membutuhkan bantuan hukum, 

kemudian hanya sebanyak 4372 yang sudah 

mendapatkan bantuan hukum. 

Implementasi bantuan hukum berdasarkan 

UU Bantuan Hukum juga akan dihadapkan 

dengan kondisi ekstrim di dalam Unit 

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di 

seluruh Indonesia. Berbagai permasalahan 

dan tantangan dalam penegakan hukum dan 

peradilan tersebut akan menjadi tantangan 

bagaimana upaya bagi petugas 

Pemasyarakatan agar Undang-Undang ini 

dapat terlaksana dengan efektif dan 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan, 

karena selama 4 tahun setelah diundangkan 

adanya bantuan hukum belum menunjukan 

hasil yang memuaskan terutama di dalam 

mengurangi kepadatan di Unit Pelaksana 

Teknis Pemasyarakatan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas dan 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

eksistensi Undang-Undang Nomor 16 tahun 

2011 tentang Bantuan Hukum di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 

Tahanan Negara, maka penulis tertarik 

untuk mengangkat perihal pembahasan 

tersebut dalam tema yang berjudul Peran 

Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan 

Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Demi 

Terselenggaranya Proses Hukum yang Adil 

dalam Sistem Peradilan Pidana. 

 

 

 
6 KBBI Digital v1.1, sumber dari 

http://ebsoft.web.id, selanjutnya disebut KBBI 
7 Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan 

Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar, 

Gramedia, 2001, Jakarta, hlm.8. 
8 KBBI Digital v1.1, Op. Cit. 
9 Karaketeristik penelitian kualitatif menurut 

Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip 

Sugiyono dalam buku “Memahami Penelitian 

Kualitatif”, adalah: 1) Qualitative research has the 

natural setting as the direct source of data and 

researcher is the key instrument, 2) Qualitative 

II. METODE 

Metode secara umum diartikan sebagai 

cara, sedangkan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut 

metode sebagai cara teratur yang digunakan 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar 

tercapai sesuai dengan yang dikehendaki 

atau cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan 

guna mencapai tujuan yang ditentukan.6  

Pada umumnya, metode dipahami sebagai 

sebuah studi logis dan sistematis tentang 

prinsip-prinsip yang bertujuan 

mengarahkan pada sebuah penelitian yang 

ilmiah (Sumardjono, 2001).7 Sedangkan 

penelitian dalam KBBI secara bahasa 

berarti pemeriksaan teliti, definisi 

lengkapnya adalah kegiatan pengumpulan, 

pengolahan, analisis, dan penyajian data 

yang dilakukan secara sistematis dan 

objektif untuk memecahkan suatu persoalan 

atau menguji suatu hipotesis untuk 

mengembangkan prinsipprinsip umum.8 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode kualitatif dengan tipe 

yuridis normatif yang bersifat deskriptif 

analitis, hal ini didasarkan peneliti akan 

mengkaji sebuah pelaksanaan kebijakan 

yaitu peran pemasyarakatan dalam 

mekanisme pelayanan bantuan hukum. 

Mekanisme pelayanan bantuan hukum oleh 

peneliti dipahami sebagai objek penelitian 

yang abstrak, diskriptif dan  teoritis 

(Sugiyono 2012).9 Selain itu, objek 

penelitian timbul sebagai implementasi 

peraturan perundang-undangan. 

Proses pengumpulan data merupakan 

langkah strategis dalam penelitian, karena 

research is descriptive. The Data collected is in 

the form of words of picture rather than number,3) 

Qualitative research are concerned with process 

rather than simply with outcomes or products, 4) 

Qualitative research tend to analyze their data 

inductively, 5) “Meaning” is of essential to the 

qualitative approach. Lihat Sugiyono, Memahami 

Penelitian Kualitatif, Alfabeta, 2012, Bandung, 

hlm. 9. Lihat juga Bogdan Robert C dan Biklen 

Kepp Sari, Qualitative Research for Education:  

An Introduction to Theory and Methods, Allyn and 

Bacon Inc, London, 1982. 
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tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Maka penelitian tanpa 

pengumpulan data, hanya menghasilkan 

penelitian yang tidak akurat dan diragukan 

kualitasnya. Oleh karena itu, 2 (dua) hal 

yang mempengaruhi kualitas penelitian 

adalah pertama instrumen penelitian, dan 

kedua ialah pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini, yang menjadi instrumen 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh 

karena itu peneliti sebagai instrumen juga 

harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti 

siap melakukan penelitian (Sugiyono, 

2012).10 Sedangkan berkaitan dengan 

pengumpulan data, akan di bawah ini 

peneliti jabarkan dalam beberapa tahapan: 

1. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk 

mendapatkan data primer dengan bahan 

atau materi berupa buku-buku, artikel-

artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan 

perundang-undangan, serta pendapat ahli 

yang berkaitan dengan objek penelitian 

hukum ini, sehingga dapat diperoleh data 

yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Ini didasarkan 

data dalam penelitian lapangan merupakan 

data yang pasti yakni yang terjadi 

sebagaimana adanya, bukan data yang 

sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang 

mengandung makna di balik yang terlihat 

dan terucap tersebut (Sugiyono, 2012).11  

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti 

mencari beberapa sumber kepustakaan 

seperti Perpustakaan Nasional, 

perpustakaan Direkorat Jenderal 

Pemasyarakatan, perpustakaan Center for 

Detention Studies dan sumber online. 

Data yang dicari dalam penelitian 

kepustakaan mengenai kewenangan 

Pemasyarakatan dalam penyelenggara 

bantuan hukum, hak dan kewajiban tahanan 

dan narapidana sebagai penerima bantuan 

 
10 Sugiyono, Ibid, hlm. 59. 
11 Sugiyono, Ibid, hlm. 2. 
12 Sebagaimana pernyataan Nasution yang dikutip 

oleh Sugiyono, menjelaskan bahwa mengunjungi 

lokasi penelitian/observasi adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

hukum, serta hak dan kewajiban Organisasi 

Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan 

hukum. Melalui data di atas dapat 

disesuaikan dengan praktik pemberian 

bantuan hukum yang sudah ada sehingga 

dapat dicari “benang merah” baik teori dan 

konsep peratuaran perundang-undangan 

mengatur mekanisme pemberian bantuan 

hukum di Rutan dan Lapas. 

2. Penelitian Lapangan 

Peneliti melakukan penelitian lapangan 

dengan tujuan mencari,  menemukan, dan 

mengolah data primer dan tersier, penelitian 

lapangan ini juga dimaksudkan untuk 

mendukung penulis dalam menganalisis 

berbagai macam peratuan perundang-

undangan atau peraturan terkait. Dalam 

ilmu metodologi penelitian, mengunjungi 

lokasi penelitian juga disebut sebagai 

observasi. Adapun manfaat dari observasi 

lapangan adalah, pertama, peneliti akan 

mampu memahami konteks pelayanan 

bantuan hukum secara praktik sosial, kedua, 

peneliti akan memperoleh pengalaman 

langsung pemberian bantuan hukum, jadi 

tidak dipengaruhi oleh pandangan 

sebelumnya, ketiga, peneliti akan dapat 

melihat hal-hal yang tidak dikupas dalam 

data pustaka, seperti budaya di Rutan dan 

Lapas (culture), keempat, peneliti akan 

mendapatkan data yang tidak diungkapkan 

narasumber, dan kelima, peneliti tidak 

hanya menemukan data, melainkan juga 

kesan-kesan pribadi yang menyatu dengan 

Rutan dan Lapas (Sugiyono, 2012).12 

Oleh karena itu, dalam penelitian 

lapangan akan didapatkan gambaran 

praktik pemberian bantuan hukum yang 

lazim dipaktikan. Peneliti juga mampu 

menilai kebutuhan pelayanan bantuan 

hukum baik dari segi sumber daya manusia 

(SDM), sarana-prasarana dan anggaran 

yang dibutuhkan UPT. Di sisi lain peneliti 

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 

Sedangkan Marshall menyatakan bahwa observasi 

adalah, “through observation, the researcher 

learn about behavior and the meaning attached to 

those behavior”. Melalui observasi, peneliti 

belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku 

tersebut. Lihat Ibid, hlm. 67-68. 
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dapat merumuskan bahan penyusunan 

kebijakan internal bagi Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan disesuaikan dengan realita 

di lapangan, sehingga keluaran dari 

penilitian ini Kajian Akademik sebagai 

bahan penyusunan standar bantuan hukum. 

3. Wawancara 

Menurut Esterberg, sebagaimana 

dikutip oleh Sugiyono, dikatakan bahwa 

wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Wawancara dalam penelitian ini 

digunakan sebagai alat pencarian data, 

menemukan permasalahan pelayanan 

bantuan hukum, dan mengetahui hal-hal 

dari narasumber yang lebih mendalam 

(Sugiyono, 2012).13 

Dalam konteks penelitian ini, maka 

wawancara dilakukan terhadap pemangku 

kebijakan dan pemangku pelaksana teknis 

bantuan hukum di jajaran Pemasyarakatan, 

dalam hal ini peneliti mengambil sampel 

dengan mewawancarai Direktur Pelayanan 

Tahanan dan pengelolaan Barang Sitaan 

Negara dan Barang Rampasan Negara, 

Kepala Subdit Pelayanan Tahanan dan 

Kepala Seksi Pelayanan Hukum pada 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Tujuan wawancara mendapatkan 

data yang akurat dan objektif, sehingga 

peneliti dapat mengetahui realita peran dari 

Pemasyarakatan dalam pemberian bantuan 

hukum. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Bantuan Hukum di 

Pemasyarakatan 

Pelaksanaan pelayanan Bantuan Hukum 

di dalam Rumah Tahanan Negara dan 

Lembaga Pemasyarakatan sangat terkait 

dan dipengaruhi oleh Perundang- undangan 

yang pernah atau sedang berlaku. Sejak 

Pasca Kemerdekaan Negara Republik 

Indonesia hingga kini, pengaturan bantuan 

hukum secara normatif memang 

 
13 Ibid, hlm. 72. 

menunjukkan perkembangan yang baik, 

jika dibandingkan pada masa- masa 

sebelumnya. Pengaturan mengenai bantuan 

hukum dalam perkembangannya, kini lebih 

menjamin dan melindungi hak-hak orang 

atau kelompok orang miskin yang berhak 

mendapat bantuan hukum. Pengaturan 

bantuan hukum mengalami peningkatan 

secara substansi yang lebih mengarah 

kepada hukum yang responsif dan 

komprehensif, namun, walaupun demikian, 

perangkat hukum yang mengatur mengenai 

bantuan hukum tentu masih terdapat 

kekurangan atau kelemahan-kelemahan 

yang perlu untuk dikaji dan dibenahi kearah 

perbaikan demi reformasi hukum yang 

lebih baik lagi. 

Penerapan pemberian bantuan hukum di 

dalam Rutan dan Lapas oleh pemberi 

bantuan hukum sangatlah kompleks, peran 

pemasyarakatan yang sangat minim 

membuat pemberian bantuan hukum 

kepada orang miskin yang terdapat di dalam 

Rutan dan Lapas sedikit terganggu. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh 

pemangku kebijakan agar pemberian 

bantuan hukum di dalam bisa berjalan 

dengan lancar. Namun, minimnya 

sosialisasi dari pemberi bantuan hukum 

menjadi salah satu kendala, kemudian 

paradigma para Tahanan yang masih buta 

akan sistem peradilan di Indonesia 

menjadikan mereka enggan berurusan 

dengan pihak yang berwajib. Di dalam 

penerapanya bantuan hukum sering 

dimaknai sebagai upaya hukum yang hanya 

dilakukan oleh orang kaya hal tersebut 

tercemin dari banyaknya Tahanan yang 

belum mendapatkan bantuan hukum meski 

mereka termasuk golongan orang miskin, 

data yang dimiliki oleh Direktorat Bina 

Narapidana dan Pelayanan Tahanan di 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 

Kemenkumham mencatat pada tahun 2014 

terdapat 30.919 tahanan miskin belum 

mendapatkan tahanan bantuan hukum. 

Sedangkan data sampai September 2015 
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sebanyak 2843 tahanan yang belum 

mendapatkan bantuan hukum. 

Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(BPHN) sebagai leading sector pemberian 

bantuan hukum sudah berupaya 

semaksimal mungkin mensosialisasikan 

proses bantuan hukum sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum, berbagai 

kebijakan sudah dikeluarkan dari mulai 

layanan berbasis teknologi yang dapat 

diakses dari hand phone android sampai 

membangun aplikasi yang diintegrasikan 

dengan Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan. Namun, berbagai upaya 

tersebut tidak dibarengi oleh sosialisasi 

terhadap petugas di jajaran Pemasyarakatan 

sebagai ujung tombak instansi yang 

mempunyai objek dari pemberian bantuan 

hukum tersebut, sosialisasi hanya dilakukan 

kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) 

dan Kantor Wilayah di Kementerian 

Hukum dan HAM RI tetapi tidak secara 

langsung kepada petugas Rutan atau Lapas, 

padahal usulan pemberian bantuan hukum 

berasal dari OBH yang terakreditasi tetapi 

mekanisme pencarian orang miskin di 

Rutan dan Lapas tidak diakomodir oleh 

kebijakan yang dikeluarkan BPHN. 

Putusnya mekanisme pemberian 

bantuan hukum dari OBH sebagai pihak 

yang mengusulkan dan Pihak 

Pemasyarakatan dalam hal ini Rutan dan 

Lapas sebagai pihak yang mempunyai 

objek dari proses bantuan hukum tersebut, 

oleh karena itu dibuatlah peraturan 

penunjang dari pihak Rutan dan Lapas ke 

OBH yang bersangkutan. Suatu regulasi 

berupa standar bantuan hukum telah 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan dalam rangka menunjang 

pelaksanaan bantuan hukum. Dalam standar 

disebutkan berbagai macam mekanisme 

untuk mempermudah OBH dalam 

melaksanakan tugas pemberian bantuan 

hukum sebagaimana amanat Undang-

Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum. 

Pelaksanaan bantuan hukum pada saat 

ini sudah didelegasiakan ke semua Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI 

di seluruh Indonesia, melalui aplikasi SID 

Bankum keikutsertaan Pemaysarakatan 

dalam proses bantuan hukum terlihat dari 

peran Kepala Divisi Pemasyarakatan selaku 

anggota Panitia Pengawas Daerah 

(Panwasda) yang bertugas agar memastikan 

setiap tahanan miskin mendapatkan 

bantuan hukum sesuai dengan standar 

pelayanan bantuan hukum yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Bina 

Narapidana dan Pelayanan tahanan 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

tertanggal 05 Desember 2014. 

Pemberian bantuan hukum bagi orang 

atau kelompok orang miskin dilandasi oleh 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dan 

berbagai Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku, diantaranya yakni : 

1. Pancasila: Sila kedua pancasila, yakni 

kemanusiaan yang adil dan beradab. 

2. Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 I ayat 

(2), dan 34 ayat (1) Undang- Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945). 

3. Pasal 4, 17, dan 18 ayat (4) Undang-

undang RI Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia. 

4. Pasal 4 ayat (1), 56, dan 57 Undang-

undang RI Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

5. Pasal 54 dan 56 Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

6. Pasal 22 Undang-undang RI Nomor 18 

Tahun 2003 Tentang Advokat. 

7. Pasal 10 huruf e Undang-undang RI 

Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 

Bantuan Hukum. 

8. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 

Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan 

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 

Secara Cuma-Cuma. 

9. Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. 42 

Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata 

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum. 
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10. Pasal 3 Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 yang 

dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 

2010 tentang Pedoman Pemberian 

Bantuan Hukum. 

11. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Perhimpunan 

Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 

2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemberian Bantuan Hukum Secara 

Cuma-Cuma. 

KUHAP memang telah mengatur 

mengenai pemberian bantuan hukum 

sebagai hak tersangka dan terdakwa, namun 

masih terdapat kekurangan atau kelemahan 

dalam substansinya, yakni dalam hal 

pembatasan penerima bantuan hukum. 

Sebagaimana yang telah diatur di dalam 

KUHAP, bantuan hukum wajib diberikan 

kepada tersangka atau terdakwa yang 

disangka atau didakwa melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana mati 

atau ancaman pidana lima belas tahun atau 

lebih atau bagi mereka yang tidak mampu 

yang diancam dengan pidana lima tahun 

atau lebih yang tidak mempunyai penasihat 

hukum sendiri, sehingga bagi tersangka 

atau terdakwa yang tidak mampu yang 

diancam dengan pidana di bawah lima 

tahun tidak berhak mendapat bantuan 

hukum atau dalam hal ini pejabat yang 

bersangkutan tidak wajib menunjuk 

penasihat hukum bagi golongan atau 

kelompok ini. 

Sebelum berlakunya Undang-undang 

No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 

Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 83 

Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara 

Cuma-Cuma, jika dibandingkan, ada 

persamaan serta perbedaan dalam 

pengaturannya. Perbedaannya yakni 

penggunaan istilah. Peraturan  Pemerintah 

No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 

Secara Cuma-Cuma menggunakan istilah 

“Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”, 

sedangkan Undang-undang No. 16 Tahun 

2011 Tentang Bantuan Hukum 

menggunakan istilah "Bantuan Hukum" 

yang berarti sama dengan bantuan hukum 

secara cuma-cuma. Peraturan Pemerintah 

No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 

Secara Cuma-Cuma yang menentukan 

bahwa pemberi bantuan hukum adalah 

advokat dan Lembaga Bantuan 

Hukum/Organisasi Advokat, sedangkan 

Undang-undang No. 16 Tahun 2011 

Tentang Bantuan Hukum menentukan 

pemberi bantuan hukum adalah Lembaga 

Bantuan Hukum dan Organisasi 

Kemasyarakatan. Pengaturan sanksi dalam 

kedua peraturan tersebut juga berbeda. 

Perbedaan-perbedaan pengaturan antara 

Undang-undang No. 16  Tahun 2011 

Tentang Bantuan Hukum dengan Peraturan 

Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian 

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma 

merupakan suatu perubahan sebagai upaya 

penyempurnaan, dengan pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang lebih 

komprehensif dan efektif. Adanya 

perbedaan ketentuan-ketentuan dalam 

kedua peraturan ini tentu merupakan suatu 

kelemahan yang dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum serta berpengaruh 

dalam pelaksanaan pemberian bantuan 

hukum bagi orang atau kelompok orang 

miskin dalam perkara pidana. Tidak hanya 

perbedaan penggunaan istilah, jika dikaji 

juga terdapat kekaburan norma yang dapat 

menimbulkan multitafsir mengenai ukuran 

"orang atau kelompok orang miskin" 

sebagai penerima bantuan hukum, sehingga 

juga akan berdampak pada pelaksanaannya. 

Undang-Undang No. 16 tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum mengamanatkan 

adannya 3 (tiga) pihak yang berperan dalam 

penyelenggaraan bantuan hukum. Ketiga 

pihak tersebut adalah penyelenggara 

bantuan hukum sendiri, pemberi bantuan 

hukum dan penerima bantuan hukum. UU 

Bantuan Hukum menempatkan 

penyelenggara bantuan hukum adalah 

Menteri Hukum dan HAM, sedangkan 

pemberi bantuan hukum adalah organisasi 

bantuan hukum yang berupa Lembaga 

Bantuan Hukum dan yang lebih luas adalah 
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organisasi kemasyarakatan. Adapun 

penerima bantuan hukum adalah orang atau 

kelompok orang miskin. 

Dalam UU Bantuan Hukum ini masih 

terlihat pengaturan secara umum, belum 

secara rinci. Mekanisme penyelenggaraan 

bantuan hukum mulai terlihat dalam BAB 

VI Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Bantuan Hukum, diantaranya: 

1. Pemohon mengajukan secara tertulis 

berisi identitas dan uraian singkat pokok 

persoalan. 

2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan 

dengan perkara. c. Melampirkan surat 

keterangan miskin dari Kelurahan, 

Kantor Kepala Desa atau pejabat di 

tempat tinggal pemohon. 

3. Permohonan juga dapat diajukan secara 

tertulis. 

4. Pemohon bantuan hukum mengajukan 

permohonan kepada OBH. 

5. OBH dalam waktu 3 (tiga) hari kerja 

setelah permohonan lengkap harus 

memberikan jawaban menerima atau 

menolak permohonan. 

6. OBH memberikan bantuan hukum 

berdasarkan surat kuasa apabila 

permohonan diterima. 

7. OBH mencantumkan alasan penolakan 

apabila permohonan ditolak. 

Mekanisme pelayanan bantuan hukum 

yang merupakan sebuah alur proses yang 

menjadi tolak ukur sejauh mana pelayanan 

Bantuan Hukum di Rutan dan Lapas bisa 

berjalan sesuai dengan harapan. Mekanisme 

Pelayanan Bantuan Hukum secara prinsip 

harus memudahkan para tahanan yang 

menjadi penerima bantuan hukum 

sebagaimana UU Bantuan Hukum. Dalam 

Pasal 2 UU Bantuan Hukum dejelaskan 

bahwa bantuan hukum dilaksanakan 

berdasarkan asas, keadilan, persamaan 

kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, 

efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Asas 

ini menjadi sebuah pedoman dalam 

mewujudkan tujuan bantuan hukum yakni 

manjamin dan memenuhi hak bagi 

penerima bantuan hukum untuk 

mendapatkan akses keadilan. 

Mekanisme pelayanan pemberian 

bantuan hukum yang diberikan kepada 

tahanan miskin merupakan hal yang paling 

urgen mengingat para tahanan merupakan 

pihak-pihak yang sedang menghadapi 

masalah hukum. Para tahanan sebagian 

besar tidak memahami persoalan hukum 

sehingga jika tidak mendapatkan bantuan 

hukum maka dikhawatirkan proses 

peradilan yang berjalan tidak sesuai dengan 

prosedur sebagaimana mestinya. Bantuan 

Hukum yang diberikan meliputi; masalah 

hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha 

negara baik litigasi maupun nonlitigasi. 

Perkara litigasi adalah proses  penanganan 

perkara hukum yang paling banyak diikuti 

oleh tahanan, karena proses litigasi 

menekankan pada jalur pengadilan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan 

nonlitigasi adalah proses penanganan 

perkara hukum yang dilakukan di luar jalur 

pengadilan. Pada implementasinya terdapat 

perbedaan dalam mekanisme permberian 

bantuan hukum yang diatur dalam UU 

Bantuan Hukum jo. PP jo. Permenkumham 

dengan Standar Pelayanan Pemberian 

Bantuan Hukum yang diatur dalam 

Keputusan Dirjen. Perbedaan tersebut 

diantaranya, Pertama, dalam UU, PP dan 

Permenkumham permohonan oleh 

pemohon dalam hal ini tahanan 

disampaikan kepada OBH sedangkan 

sebagaimana standar Ditjen 

Pemasyarakatan pemohon bantuan hukum 

mengajukan permohonan melalui petugas 

(BHPT). Kedua, dalam hal pemeriksaan 

berkas kelengkapan pemohon dalam UU, 

PP dan Permenkumham dilakukan oleh 

OBH, sedangkan didalam standar Ditjen 

Pemasyarakatan oleh petugas BHPT yang 

melakukan verifikasi dokumen 

tahanan/narapidana. 

Kini, dengan berlakunya Peraturan 

Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan 

Hukum sebagai pelaksana Undang-undang 

RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 

Hukum, menjadikan adanya tiga dasar 

hukum dalam penyelenggaraan bantuan 
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hukum di Indonesia. Sebagai peraturan 

pelaksana dari Undang-undang RI Nomor 

16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 

maka Peraturan Pemerintah RI No. 42 

Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran 

Dana Bantuan Hukum sejalan dengan 

prinsip-prinsip yang terkandung dalam 

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 

Tentang Bantuan Hukum. Ketentuan 

penutup Pasal 42 Peraturan Pemerintah RI 

No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata 

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum 

menyebutkan bahwa, "Pada saat Peraturan 

Pemerintah ini mulai berlaku, semua 

peraturan pelaksanaan yang mengatur 

mengenai Bantuan Hukum dinyatakan 

masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam 

Peraturan Pemerintah ini". 

Adanya tiga (3) dasar hukum 

penyelenggaraan bantuan hukum, yang 

mengandung perbedaan-perbedaaan dalam 

substansinya tentu menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan adanya tumpang 

tindih peraturan yang tentu menghambat 

pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara 

pidana di Denpasar. Mengingat adanya 

kondisi norma yang masih terdapat 

kelemahan-kelemahan dalam substansinya, 

maka perlu dikaji pelaksanaannya di dalam 

praktek pemberian bantuan hukum dalam 

perkara pidana, khususnya di Kota 

Denpasar. Sebagaimana yang telah 

ditegaskan dalam Pasal 54 KUHAP, dapat 

diketahui bahwa bantuan hukum diberikan 

dan dilaksanakan pada setiap tingkat 

pemeriksaan. Pemberian bantuan hukum 

dalam pelaksanaannya, sangat terkait atau 

sangat terlihat peranannya dalam proses 

pemeriksaan di tingkat penyidikan dan 

tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Selain itu, pemberian bantuan hukum juga 

dapat diberikan secara langsung dari 

seorang advokat melalui Lembaga Bantuan 

Hukum (LBH) atau melalui organisasi 

kemasyarakatan. 

Sebagaimana yang telah ditegaskan 

dalam Pasal 54 KUHAP, dapat diketahui 

bahwa bantuan hukum diberikan dan 

dilaksanakan pada setiap tingkat 

pemeriksaan. Pemberian bantuan hukum 

dalam pelaksanaannya, sangat terkait atau 

sangat terlihat peranannya dalam proses 

pemeriksaan di tingkat penyidikan dan 

tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Selain itu, pemberian bantuan hukum juga 

dapat diberikan secara langsung dari 

seorang advokat melalui Lembaga Bantuan 

Hukum (LBH) atau melalui organisasi 

kemasyarakatan. 

 

B. Faktor-faktor Penghambat 

Pelaksanaan Pelayanan Pemberian 

Bantuan Hukum 

Dalam praktiknya, pemberian bantuan 

hukum di UPT banyak mengalami 

hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena 

akumulasi dari permasalahan seperti jumlah 

petugas yang kurang, sarana prasarana yang 

tidak memadai dan terbatasnya jumlah 

anggaran. Permasalahan-permasalahan di 

atas adalah hambatan yang sering 

diutarakan oleh petugas. Namun apabila 

dicermati lebih dalam, hambatan-hambatan 

juga terjadi karena rumusan peraturan 

perundang- undangan tidak rinci, kebiasaan 

pelayanan bantuan hukum di Rutan dan 

Lapas yang tidak sesuai dari aturan, dan 

faktor-faktor eksternal lainnya yang turut 

membuat pemberian bantuan hukum tidak 

maksimal. 

Faktor-faktor penghambat dapat 

dianalisis dengan teori yang dikonsep oleh 

Lawrence M. Friedman, diantaranya yaitu 

substansi hukum, struktur hukum dan 

budaya hukum. Menurut Lawrence 

Friedman, suatu kebijakan hukum dapat 

diimplementasikan dengan tepat serta 

diikuti masyarakat apabila ditopang oleh 

substansi hukum jelas, strutur hukum yang 

memadai, dan budaya hukum yang 

berkembang sesuai dengan aturan yang ada. 

Faktor-faktor ini akan sangat menentukan 

proses penegakan hukum dan kegagalan 

pada salah satu komponen akan berimbas 
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pada faktor lainnya.14 Ketiga konsep di atas 

sebagai pembagi sekaligus sebagai alat 

analisis untuk mengetahui faktor-faktor 

yang menghambat penyelenggaraan 

bantuan hukum. 

Sistem hukum terdiri dari sub sistem-

sub sistem hukum, yang meliputi substansi 

hukum (legal substance), struktur hukum 

(legal structure), dan budaya hukum (legal 

culture). Ketiga sub sistem inilah yang 

sangat menentukan apakah suatu sistem 

dapat berjalan atau tidak, dan ketiga sub 

sistem inilah yang juga menentukan 

bantuan hukum bagi orang atau kelompok 

orang miskin di Rutan dan Lapas, dapat 

berjalan dengan baik atau tidak. Menurut 

Soerjono Soekanto, masalah pokok 

penegakan hukum sebenarnya terletak pada 

faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhinya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi  penegakan hukum 

diantaranya yakni, faktor hukumnya 

sendiri, faktor penegak hukum, faktor 

sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum, faktor masyarakat dan 

faktor kebudayaan. 

 

1. Faktor Subtansi Hukum (legal 

substance) 

Faktor substansi hukum berkaitan 

dengan peraturan yang menjadi dasar 

pelaksanaan bantuan hukum. Menurut 

peneliti dasar hukum pelaksanaan bantuan 

hukum di Rutan dan Lapas masih kurang 

memadai. Rumusan peraturan perundang-

undangan yang ada berhaluan pada 

penyelenggaraan bantuan hukum dalam arti 

luas. Sementara praktik pemberian bantuan 

hukum di sini adalah khusus yaitu di Rutan 

dan Lapas. Kekhususan ini timbul karena 

tempat pelayanan ada di Rutan dan Lapas 

yang notabene di bawah Kanwil 

Kementerian Hukum dan HAM, penerima 

bantuan hukum adalah para tahanan, 

pelaksana juga petugas pada Rutan dan 

Lapas. Dengan demikian dapat disimpulkan 

 
14 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum; 

Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, 

Jakarta, hlm. viii. 

belum ada suatu peraturan perundang-

undangan yang khusus mengatur pemberian 

bantuan hukum di Rutan dan Lapas. 

Peraturan perundang-undangan yang 

ada, saat ini lebih menitikberatkan 

pemberian bantuan hukum secara universal. 

Artinya penyelenggaraan bantuan hukum 

untuk siapapun, kapanpun dan dimanapun 

selama memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan dalam peraturan. Pada faktanya 

praktik pemberian hukum hanya terbatas 

pada 3 (tiga) tempat yaitu Kepolisian, 

Pemasyarakatan dan Pengadilan. Pada 

tingkat Pemasyarakatanlah mayoritas 

bantuan hukum dilaksasanakan, karena 

bantuan hukum juga meliputi kegiatan 

nonlitigasi, sementara pada Kepolisian dan 

Pengadilan adalah litigasi. 

Kepala Seksi Pelayanan Hukum pada 

Direktorat Pelayanan Tahanan dan 

Pengelolaan Basan Baran, Kementerian 

Hukum dan HAM Republik Indonesia, 

Bapak Rusmadi, S.H., M.H., dalam 

wawancaranya mengatakan: 

Aturan-aturan yang dibuat oleh BPHN 

berupa Juklak Juknis, Perturan Menteri 

dan Bahkan Undang-Undang No. 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

sama sekali tidak menyebutkan 

Pemasyarakatan sebagai salah satu 

bagian pelayanan bantuan hukum 

tersebut, padahal si miskin ada di 

tempat kita, bagaimana para legal atau 

OBH masuk kalau kita kidak kasih 

akses masuk, karena memang 

kepentingannya beda, antara kita untuk 

menjaga keamanan dan ketertiban 

sedangkan para OBH dalam rangka 

menegakkan hukum. 

Pernyataan tersebut menggambarkan 

adanya kekurangan atau kekosongan 

regulasi yang mengatur bagaimana 

pelaksanaan bantuan hukum di dalam Rutan 

dan Lapas. 

Apabila dilihat dari rumusan UU No. 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, PP 
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No. 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran 

Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2015 serta 

kebijakan turunannya seperti Juklak 

Tentang Permohonan Bantuan Hukum dan 

Pencairan Anggaran Bantuan Hukum sama 

sekali tidak mengatur pemberian bantuan 

hukum di Rutan dan Lapas. Dengan 

demikian dibutuhkan suatu regulasi yang 

mengatur pemberian bantuan hukum di 

Rutan dan Lapas. Keberadaan regulasi 

tersebut akan memberikan kepastian 

pemberian bantuan hukum di Rutan dan 

Lapas. Kepastian tersebut akan menjadi 

payung hukum mekanisme pelayanan, 

perlindungan bagi petugas, tahanan dan 

OBH serta menjamin keberlangsungan 

bantuan hukum. 

 

2. Faktor Struktur Hukum (Legal 

Structure) 

Faktor struktur hukum dipahami 

sebagai instrumen yang menopang 

pelaksanaan suatu aturan yaitu: 

a. Petugas 

Patut dipahami bersama bahwa 

keberadaan petugas sebagai pelaksana 

kebijakan sangat mempengaruhi 

pelaksanaan kebijakan itu sendiri. 

Berpedoman pada penelitian di lapangan, 

dapat dinyatakan bahwa faktor petugas 

menjadi kendala dalam pemberian bantuan 

hukum. Kendala tersebut dilihat dari jumlah 

petugas yang sedikit, yakni hanya 1 (satu) 

orang petugas saja yang mengurus bantuan 

hukum. Maka secara kuantitas sangatlah 

kurang, mengingat cakupan bantuan hukum 

yang sangat luas meliputi pelayanan, 

koordinasi, pengawasan, serta evaluasi. 

Sedangkan dari segi kualitas juga wajar 

diperhitungkan, karena memang tidak ada 

kualifikasi khusus uuntuk menjadi staff atau 

petugas yang bekerja di bagian yang 

menangai bantuan hukum di Rutan dan 

Lapas. Kualifikasi bisa berupa minimal 

pendidikan seperti Diploma III (DIII) atau 

Sarjana I (Sarjana). Sementara data yang 

ada beberapa adalah lulusan SMK. Terlebih 

pada internal Kementerian Hukum dan 

HAM sama sekali tidak ada pelatihan 

khusus bagi mereka yang bekerja di bagian 

tersebut untuk mengikuti pelatihan, 

pendidikan dasar ataupun pendidikan 

latihan. Beradasrkan hal di atas, maka 

petugas yang kurang dari kualitas dan 

kuantitas akan berdampak pada pelayanan 

bantuan hukum yang tidak optimal. 

b. Mekanisme 

Mekansime pemberian bantuan hukum 

yang sudah berlaku secara tidak langsung 

juga menjadi kendala dan hambatan. Hal ini 

terjadi karena mekanisme yang ada 

pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah 

aturan yang berlaku. Mekanisme tersebut 

menjadi kebiasaan yang terus menerus 

dilakukan hingga tanpa disadari dalam 

implementasinya tidak sesuai dengan 

koridor hukum. Perlu dipahami bersama 

keberadaaan mekanisme yang ada juga 

terjadi akibat tidak tegasnya peraturan 

perundang-undangan mengaut pemberian 

bantuan hukum di Rutan dan Lapas. 

Dampaknya setiap Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Pemasyarakatan khususnya Rutan 

dan Lapas memiliki mekanisme tersendiri 

dan terlanjur dianggap benar. Mekanisme 

yang demikian  akan berefek pada 

pelayanan bantuan hukum menjadi tidak 

optimal. Maka, mekanisme yang tidak 

memunculkan manajemen yang baik akan 

rawan terjadi penyalahgunaan wewenang 

serta pelanggaran dan menciptakan 

permasalahan baru. Dengan demikian akan 

menghambat pemberian bantuan hukum di 

Rutan dan Lapas. 

c. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan 

instrumen penting dalam sebuah kerja 

pelayanan publik. Pelayanan bantuan 

hukum yang sluas cakupannya harus 

didukung adanya sarana dan prasarana yang 

memadai. Kurangnya sarana prasarana akan 

menjadi kendala tersendiri karena 

pelayanan menjadi tidak opatimal. Berpijak 

dari penelitian, maka sarana prasarana yang 

terdapat di UPT Kanwil Kemenkumham 

DKI dapat dikatakan secara umum sudah 

memadai dan dapat mendukung proses 

pelayanan. Hanya saja dalam kajian pustaka 
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ada beberapa UPT di daerah yang masih 

kekurangan akan sarana dan prasarana. 

Sarana dan prsarana tersebut dapat berupa 

ATK, meja, kursi, komputer, laptop, 

printer, fotokopi, scanner, pendingin udara, 

kipas angin, televisi, papan informasi, 

jaringan internet, dan lain-lain. 

Memang tidak relevan membandingkan 

antara kebutuhan sarana prasarana pada 

UPT di bawah Kanwil Kementerian Hukum 

dan HAM DKI dengan Kanwil lainnya. 

Namun, pada intinya sepakat secara konsep 

bahwa ketiadaaan saranaprasarana akan 

menjadi penghambat pelayanan bantuan 

hukum. 

d. Anggaran 

Secara sadar dipahami bersama bahwa 

keberadaan anggaran sangat berpengaruh 

terhadap pelaksanaan pemberian bantuan 

hukum. Hal yang menjadi kendala secara 

fakta adalah tidak adanya anggaran khusus 

di rutdan dan lapas untuk kegiatan bantuan 

hukum. Adapun angagran yang ada 

berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) yang disusun pada tahun 

sebelumnya. Perlu digarisbawahi bahwa 

DIPA tersebut bukanlah untuk bantuan 

hukum melainkan untuk sub seksi yang 

membawahi bidang bantuan hukum yaitu 

sub seksi BHPT (Bantuan Hukum 

Pelayanan Tahanan) untuk sub seksi di 

Rutan dan sub seksi registrasi di Lapas, sub 

seksi tersebut juga memliki bidang-bidang 

yang lain. 

Bidang-bidang tersebut meliputi 

perawatan tahanan, bidang rohani, bidang 

kesenian bidang keolahragaan. Maka 

anggaran yang ada akan diserap 

berdasarkan skala prioritas, yakni 

kebutuhan terbesar untuk perawatan 

tahanan dan kebutuhan ATK. Sementara 

untuk bantuan hukum sangat kurang. 

Dengan demikian permasalahan anggaran 

yang terbatas menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum. 

 

3. Faktor Budaya Hukum (Legal 

Culture) 

Faktor budaya hukum berkaitan dengan 

kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan 

dalam pelaksanaan bantuan hukum. Budaya 

hukum timbul dari kebiasaan yang terus 

menerus dilakukan hingga kemudian 

terlembagakan atau istilah yang tepat 

menjadi kebijakan di internal. Budaya 

hukum ini dapat berdampak negatif apabila 

budaya tersebut sudah dianggap menjadi 

kewajiban. Terlebih apabila budaya 

tersebut adalah budaya negatif yang 

bertentangan dengan rumusan kebijakan 

yang ada. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan, 

budaya hukum pemberian bantuan hukum 

di Rutan dan Lapas tidak memacu 

pelayanan yang prima. Praktik pelayanan 

yang pasif, administrasi yang tidak 

sistematis, pendataan yang lambat, 

pengawasan dan evaluasi yang tidak 

memiliki standar adalah akibat dari budaya 

hukum negatif yang sudah "mendarah 

daging", dalam penentuan status orang 

miskin yang terdapat di Rutan dan Lapas, 

para petugas tidak mengikuti standar- 

standar yang sudah ditetapkan, akan tetapi 

memiliki mekanismenya masing- masing. 

Akibat budaya hukum di atas pelayanan 

bantuan hukum menjadi tidak maksimal, 

dan petugas UPT serta tahanan hanya 

bergantung pada keaktifan OBH. 

 

C. Peran Pemasyarakatan dalam 

Pelaksanaan Pelayanan Bantuan 

Hukum 

1. Paradigma Pemasyarakatan 

Dalam perspektif konvensional, Lapas 

lebih dikenal sebagai penjara. Penjara 

merupakan konsepsi yang berkembang 

pada masa abad petengahan khususnya di 

Eropa yang pada praktiknya merupakan 

pidana badan berupa penindasan atas nama 

penguasa atau raja. Pelaksanaan penjara 

sendiri dilakukan dengan penyiksaan 

badan, penderitaan batin, dan 

siksaansiksaan lainnya yang secara 

keseluruhan meniadakan martabat 

manusia.56 Akan tetapi dalam Pasal 1 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, diterangkan 

bahwa; "Lembaga pemasyarakatan yang 

selanjutnya disebut Lapas adalah tempat 
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untuk melaksanakan pembinaan 

narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan".57 Berdasarkan 

pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Indonesia sebagai negara hukum 

sudah tidak menggunakan konsepsi penjara 

sebagaimana pada masa kolonial, tetapi 

menggunakan paradigma baru yakni sistem 

pemasyarakatan. 

Paradigma sistem pemasyarakatan ini 

dipengaruhi beberapa pandangan  yang 

menyatakan bahwa keberadaan kejahatan 

tidak semata muncul atau dilakukan oleh 

pelaku, melainkan merupakan akumulasi 

pola dan sistem lingkungan yang 

membentuk seseorang untuk melakukan 

suatu tindak kejahatan. Pandangan ini 

secara historis sudah dikemukakan oleh 

Bahroedin Soerjobroto (Wakil Direktorat 

Pemasyarakatan waktu itu) dalam forum 

Konferensi Dinas Direktorat 

Pemasyarakatan di Lembang Bandung, 

April-Mei tahun 1964, yang menjelaskan: 

Pengingkaran terhadap tata-tjara hidup 

jang berlaku di dalam integriteit 

kehidupanja dan peng-hidupannja itu 

adalah tjara ia pribadi menjesuaikan 

diri, sebagai manusia pula, dalam hal 

menghadapi tantangan-tantangan hidup 

jang timbul karena complexiteit 

kehidupan dan peng-hidupan dari 

integriteit kehidupanja dan 

penghidupanja jang kian meningkat itu. 

Secara sederhana, pendapat Bahroedin 

di atas, dapat dimaknai sebagai kenyataan 

bahwa kejahatan juga merupakan 

"kesalahan" dari masyarakat akibat 

meninggalkan individu-individu tersebut di 

tengah ketidakmampuannya 

menyesuaiakan diri dengan harapan 

masyarakat. Setelah penjelasan di atas, 

Bahroedin kembali menjelaskan, yaitu 

sebagai berikut: 

Masyarakat diluarnja tidak 

membenarkan tjara penjesuaiannja itu, 

akan tetapi tidaklah ketidak benaran 

daari penjesuaian itu terletak pula pada 

masjarakat itu sendiri, karena 

tertinggalnja dan ditinggalnja jang 

bersangkutan dalam mengikuti derap 

kehidupan jang penuh dengan 

complexiteit itu? Ia sesungguhnya tidak 

suka ketinggalan, akan tetapi karena 

tertinggal dan ditingalkan ia lantas 

menjesuaikan dengan tjaranja sendiri 

keadaannya. 

Dalam penjelasan-penjelasan di atas, 

Bahroedin ingin mengemukakan bahwa 

pandangan pemasyarakatan terhadap 

kejahatan dan pelaku pelanggar hukum 

adalah konflik yang terjadi antara diri 

pelaku dengan korban dan masyarakat. 

Terjadinya kejahatan adalah juga karena 

kesalahan masyarakat itu sendiri. Oleh 

karenanya Pemasyarakat memandang yang 

harus dilakukan terhadap diri pelaku. 

Pandangan-pandangan inilah yang 

kemudian dituangkan dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem 

pemasyarakatan diselenggarakan dalam 

rangka membentuk warga binaan 

pemasyarakatan agar menjadi manusia 

seutuhnya, menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 

tindak pidana sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat 

aktif berperan dalam pembangunan, dan 

dapat hidup secara wajar sebagai warga 

yang baik dan bertanggung jawab. Sesuai 

dengan pandangan sistem pemasyarakatan 

di atas, selayaknya seorang tahanan dan 

narapidana dan tahanan ketika berada di 

Rutan dan Lapas dijamin perlindungan hak-

haknya sebagai seorang warga negara 

dalam hal ini hak atas bantuan hukum. 

 

2. Pemasyarakatan dan Bantuan 

Hukum 

Sejak Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum oleh 

DPR RI pada tanggal 04 Oktober 2011, 

beragam harapan muncul demi 

terbangunnya sebuah sistem bantuan 

hukum yang dapat diakses oleh semua 

kelompok masyarakat, khususnya kalangan 

tidak mampu (miskin). Namun, dalam 

perjalananya, sistem bantuan hukum baru 

dapat dijalankan pada kisaran juli 2013, 
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dengan diawali proses verifikasi terhadap 

593 Organisasi Bantuan Hukum. 

Sistem Pemasyarakatan yang belum 

maksimal turut dipengaruhi oleh sistem 

pemidanaan yang masih bersendikan 

semangat retributif. Hal di atas terlihat dari 

hukum pidana yang hidup di masyarakat 

"living law", sehingga cenderung retributif 

dengan mengutmakan penghukuman 

penahanan secara fisik dengan kurangnya 

pilihan pidana alternatif (alterbative penal) 

bagi pelaku kejahatan ringan dan anak. 

Adanya kondisi hukum dan sistem 

Pemasyarakatan yang belum ideal bagi 

pelayanan tahanan dan pembinaan 

narapidana, maka perlu dikuatkan hak-hak 

mereka salah satunya adalah hak atas 

bantuan hukum. Perlunya bantuan hukum 

disebabkan seorang tersangka dan terdakwa 

atau narapidana adalah pihak yang lemah 

karena dicabut hak kebebasannya, sehingga 

dalam praktik ditemui beberapa masalah. 

Misalnya, banyak tahanan dan narapidana 

yang tidak mengetahui hak-hak mereka, 

maka tidak jarang mendapat perlakuan yang 

tidak manusiawi dari oknum aparat. 

Selanjutnya banyak tahanan yang tidak 

mengetahui tahapan pemeriksaan pidana, 

terlebih jadwal pemeriksaan pidana yang 

tidak pasti baik tingkat penyidikan, maupun 

pengadilan.15 Di sisi lain, secara umum 

masyarakat memandang proses tahapan 

pemeriksaan pidana sebagai proses yang 

sulit dan berbelit-belit. Oleh karena itu 

diperlukan bantuan hukum oleh Organisasi 

Bantuan Hukum (OBH) untuk menjelaskan 

tahapan tersebut kepada tahanan dan 

terdakwa. Peranan bantuan hukum akan 

menyeimbangkan posisi tahanan dan 

narapidana yang awam hukum dan tidak 

mampu. Dengan demikian bantuan hukum 

sebagai jalan akses keadilan bagi para 

pencari keadilan (justiciable) agar proses 

 
15 Fajrul Falaakh, Akar-Akar Mafia Peradilan di 

Indonesia, Komisi Hukum Nasional, 2009, 

Jakarta, hlm. 69. 
16 Ibid. 
17 Ini bertentangan dengan Pasal 54 KUHAP yang 

mengatur “guna kepentingan pembelaan, 

hukum dapat berjalan secara adil (Falaakh, 

2009).16 

Kebutuhan bantuan hukum dapat 

dicermati dari hasil penelitian tentang 

Dampak Penahanan di Indonesia yang 

dilakukan The Asia Foundation. Hasil 

peneliian tersebut menyebut sebanyak 97% 

tahanan tidak didampingi oleh penasehat 

hukum dan hanya 3% tahanan yang yang 

mendapatkan pendampingan hukum. 

Adanya data ini terdapat dugaan bahwa 

pemberian bantuan hukum pada tingkat 

penahanan di Rutan belum dijalankan 

secara maksimal. Terlebih aparat penegak 

hukum (APH) melihat pemberian bantuan 

hukum hanya akan menghambat proses 

pemeriksaan pidana (pro justicia). Secara 

parsial hal di atas dimaknai akan 

mempersulit APH dalam mencari alat bukti. 

Namun sebaliknya tanpa bantuan hukum, 

akan rawan terjadi penyiksaan maupun 

bentuk penyalahgunaan wewenang oleh 

APH seperti tindak kekerasan, pemaksaan 

dan perampasan aset tanpa sesuai 

prosedur.17 

Bantuan hukum di dalam Rutan dan 

Lapas adalah mutlak untuk dilaksanakan 

melihat tahanan dan narapidana merupakan 

masyarakat pada posisi lemah dikarenakan 

kebebasannya dirampas untuk selama 

waktu tertentu. Begitu pula dengan seorang 

tahanan yang harus dibatasi ruang geraknya 

selama proses pemeriksaan pidana baik di 

tingkat kepolisian, kejaksaan dan 

pengadilan. Walaupun demikian seorang 

tahanan dan narapidana adalah warga 

negara yang tetap memiliki hak-hak sebagai 

warga negara dan hak-hak tersebut dijamin 

oleh negara yang termaktub dalam Pasal 

28G ayat (1) yang menyatakan bahwa; 

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, 

dan harta benda yang di bawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman 

tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan 

bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat 

hukum selama dalam waktu dan pada setiap 

tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang 

ditentukan dalam undang-undang ini”. 
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dan perlindungan dari ancaman ketakutan 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

yang merupakan hak asasi".18 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Direktur Pelayanan Tahanan dan 

Pengelolaan Basan Baran pada 

Kementerian Hukum dan HAM Republik 

Indonesia, Bapak Wahiddin sebagai 

berikut: 

Peran Pemasyarkatan dalam pelayanan 

bantuan hukum bukan sekedar sebagai 

fasilitator, tapi lebih jauh dari itu, 

petugas-petugas kita di  lapangan juga 

mempuanyai fungsi melaksanakan 

penyuluhan hukum, konsultasi hukum 

meskipun bukan dalam arti hukum 

acara tapi petugas kita ada tugas 

semacam itu. Kemudian ada lagi 

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) 

Bapas, orang-orang itu seharusnya 

dilibatkan dalam penentuan status 

miskin para tahanan karena PK Bapas 

kita kan tersebar diseluruh Indonesia. 

Peran Pemasyarakatan dalam pelayanan 

bantuan hukum di dalam Rutan dan Lapas 

seharusnya tidak sekedar sebagai anggota 

Pengawas Daerah (PANWASDA) seperti 

apa yang sudah diamantkan dalam Undang-

Undang dan perturan dibawahnya. Di 

dalam Rutan dan Lapas terjadi situasi 

upnormal berbeda dengan pemberian 

bantuan hukum di masyarakat di luar 

tembok Rutan dan Lapas. Apabila kita 

cermati ketentuan yang berlaku diamana 

seseorang yang ditangkap oleh penyidik 

harus langsung ditempatkan di dalam 

Rutan, maka peran Pemasyarakatan dalam 

proses bantuan hukum dapat dimaulai, yaitu 

dapat secara langsung ditentukan status 

tahanan tersebut apakah termasuk dalam 

kategori miskin atau tidak melalui 

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang 

dilakukan oleh para Peneliti 

Kemasyarakatan (PK) pada Balai 

Kemasyarakatan (BAPAS), dalam 

pelanggaran hukum yang dilakukan 

terkadang berbeda antara tempat terjadinya 

 
18 Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

dengan derah asal pelaku, sehingga dalam 

penentuan status miskin harus melihat 

tempat asal si pelaku, hal ini lah yang 

terkadang Organisasi bantuan hukum sulit 

menjangkaunya sehingga dibutuhkan 

peneliti kemasyarakatan karena Bapas pada 

Pemasyarakatan sudah tersebar hamper di 

seluruh Nusantara. 

Peran lain yang dapat dilakukan oleh 

Pemasyarakatan adalah dalam hal 

pelaksanaan penyuluhuan hukum, salah 

satu tugas dari petugas pemasyaraktan 

adalah melakukan pnyuluhan hukum, 

namun dalam Undang-Undang Bantuan 

Hukum terlihat jelas bahwa petugas 

pemasyarakatan bukan merupakan salah 

satu pemberi bantuan hukum, padahal 

mindset penghuni di dalam Rutan dan 

Lapas sangat anti orang dari luar sehingga 

ketika para legal atau organisasi bantuan 

hukum melakukan penyuluhan terkadang 

para penghuni mengabaikannya. 

Substansi dari sebuah sistem 

pemasyarakatan adalah pembangunan 

kapasitas pribadi para pelanggar hukum 

agar menjadi pribadi yang lebih baik. 

Dalam pendekatan sistem pemasyarakatan, 

pembangunan kapasitas dilaksanakan 

melalui proses pembinaan dan pelayanan. 

Politik hukum nasional Indonesia, 

mengupayakan agar sistem pemasyarakatan 

sesuai dengan tujuan negara. Sebagai 

perwujudan di atas, maka sistem 

pemasyarakatan menjadi pola untuk 

memberikan perlindungan dan pembinaan 

bagi warga negara yang sedang menjalani 

proses pemeriksaan pidana. 

Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan 

adalah alat rekayasa sosial (social 

engineering) untuk menjamin tahanan dan 

narapidana berhak atas bantuan hukum. 

Dengan demikian, sebagai alat rekayasa 

sosial, sistem pemasyarakatan tidak lepas 

dari tujuan sistem peradilan pidana, yaitu: 

a. Mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan. 
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b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang 

terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan telah ditegakkan dan yang 

bersalah dipidana, dan 

c. Mengusahakan agar mereka yang 

pernah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi lagi kejahatannya.19 

  

IV. KESIMPULAN 

Implementasi Undang-Undang Nomor 

16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di 

dalam Rumah Tahanan Negara dan 

Lembaga Pemasyarakatan. Mekanisme 

pelaksanaan bantuan hukum di Rutan dan 

Lapas, pada kenyatannya berbeda antara 

praktik di lapangan dengan mekanisme 

yang diatur dalam regulasi. Perbedaan ini 

terjadi karena regulasi seperti UU No. 16 

Tahun 2011, PP No. 42 Tahun 2013, 

Permenkumham No. 3 Tahun 2013 dan 

Permenkumham No. 10 Tahun 2015 

mengatur bantuan hukum dalam arti luas. 

Sedangkan pelaksanaan bantuan hukum 

dalam arti sempit yakni terbatas di Rutan 

dan Lapas hanya dipayungi oleh Keputusan 

Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-

14.OT.02.02 Tahun 2014 dan Keputusan 

Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-

173.PK.01.05.12 Tahun 2015. Hanya saja 

mekanisme yang diatur dalam kedua 

Keputusan Dirjen tersebut belum 

terakomodasi dalam regulasi setingkat UU, 

PP atau Permenkumham. 

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan 

bantuan hukum bagi orang atau kelompok 

orang miskin dalam Rutan dan Lapas dapat 

diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 

faktor yakni, faktor substansi hukum (legal 

substance), struktur hukum (legal 

structure), dan budaya hukum (legal 

culture). Faktor substansi hukum yang 

menghambat salah satunya adalah 

kekurangan regulasi yang mengatur 

pelayanan bantuan hukum  di dalam Rutan 

dan Lapas, regulasi yang ada hanya terbatas 

Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. 

 
19 Dr. Wicipto, Kepala Badan Pembinaan Hukum 

Nasional, “Penguatan Pemasyarakatan dalam 

Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Revisi 

PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 dan 

Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. 

PAS-173.PK.01.05.12 Tahun 2015. Faktor 

struktur hukum yang menghambat yakni, 

faktor penegak hukum dari segi internal dan 

eksternal yang juga meliputi sarana atau 

fasilitas. Faktor penegak hukum dari segi 

internal yang menghambat seperti, 

kurangnya integritas, moralitas, idealisme 

dan profesionalitas petugas 

pemasyarakatan. Faktor penegak hukum 

dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas 

yang menghambat seperti, kurangnya 

pendanaan atau anggaran, kurangnya 

kontrol dan pengawasan, mekanisme serta 

sistem untuk mendapatkan anggaran yang 

rumit yang harus dilalui oleh LBH. Faktor 

budaya hukum yang menghambat meliputi 

faktor budaya hukum atau faktor 

kebudayaan dan faktor masyarakat. Faktor 

budaya hukum atau kebudayaan dalam hal 

ini meliputi faktor budaya hukum atau 

kebudayaan dari masyarakat dan penegak 

hukum (penyidik dan advokat). Seperti, 

kurangnya pemahaman penghuni terhadap 

hak atas bantuan hukum mengacu pada 

ketidakpercayaan, sikap pesimisme,  serta 

sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan 

hukum, dan elemen sikap, nilai-nilai, cara 

bertindak dan berpikir advokat dan 

penyidik, yang terjadi secara berulang-

ulang sehingga mengarah pada sikap atau 

tindakan penyimpangan. Faktor masyarakat 

yang menghambat adalah pandangan 

masyarakat terutama keluarga penghuni 

yang  negatif tentang pelaksanaan bantuan 

hukum serta kekhawatiran dalam 

menggunakan bantuan hukum. 

Peran Pemasyarakatan dalam 

pelaksanaan pelayanan bantuan hukum saat 

ini masih terbatas sebagai fasilitator, hal ini 

dikarenakan budaya atau pola pikir petugas 

pemasyarakatan yang belum menyadari 

pentingnya bantuan hukum bagi para 

Warga Binaan Pemasyarkaatan, petugas 

belum menyadari kehadiran bantuan hukum 

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana”, 

Makalah disajikan dalam, Seminar Nasional, hal. 

118. 
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dapat mengurangi over kapasitas yang 

selama ini menjadi pokok permasalahan 

utama di Pemasyarakatan. Para pemangku 

jabatan juga masih menganggap bantuan 

hukum bukan sebagai solusi pengurangan 

over kapasitas sehingga produk-produk 

hukum yang dihasilkan sangat minim. 
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